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ABSTRAK  

Penghilangan paksa merupakan tindakan kejahatan  yang timbul akibat terjadinya 

Perang Dunia  II, yang kejahatannya biasanya dilaksanakan oleh rezim kediktatoran, 

kejahatan ini awalnya bertujuan untuk membungkam orang yang menjadi oposisi dari 

rezim yang sedang berkuasa, karena banyaknya terhadi kejahatan ini maka pada 

tahun 1978 PBB membuat resolusi 33/173 tentang penghilangan paksa, serta 

membuat Kelompok Kerja Penghilangan Paksa pada tahun 1980, kemudian diadakan 

Deklarasi Perlindungan terhadap Penghilangan Paksa pada tahun 1992, yang 

kemudian Pada 20 Desember 2006 di New York terbentuklah Konvensi Internasional 

tentang Perlindungan terhadap Semua Orang dari Penghilangan Paksa. Indonesia 

telah menandatangani konvensi ini pada 27 September 2010, namun sampai sekarang 

Konvensi ini belum juga di ratifikasi menjadi hukum nasional padahal dengan 

diratifikasinya Konvensi ini merupakan langkah korektif serta prefentif negara 

Indonesia tentang penghilangan paksa. 

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis, dengan meneliti 

Konvensi Internasional tentang perlindungan terhadap semua orang dari tindakan 

penghilangan secara paksa serta membandingkan dengan hukum nasional yang 

mengatur tentang penghilangan paksa lalu melihat kebutuhan berlakunya konvensi in 

di Indonesia. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberlakuan hukum internasional ke dalam 

hukum nasional Indonesia menganut doktrin “transformasi” yang merupakan syarat 

substantif bagi berlakunya hukum internasional ke dalam hukum nasional. Konvensi 

ini jika dianalisis kelayakannya dengan menggunakan landasan Filosofis, Sosiologis, 

dan Yuridis, maka akan mendapatkan hasil bahwa meratifikasi Konvensi ini 

merupakan langkah preventif serta korektif dari pemerintah 

 

Kata Kunci : Hak Asasi Manusia, Penghilangan Orang, Hukum Internasional, 

Ratifikasi, Hukum Nasional. 
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